BABYV
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut;

1.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah prosedur sah yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan dilakukan untuk
memperbaiki kesalahan prosedural dalam pemilu. Di Kota Pariaman,
PSU di TPS 3 Desa Naras Hilir dilakukan karena adanya malprosedur,
yaitu pemberian izin memilih kepada pemilih yang tidak memiliki KTP
sesuai domisili dan tidak memiliki surat pindah memilih. Penyebab
utama kesalahan ini adalah kurangnya pemahaman KPPS terhadap
prosedur pemilihan, lemahnya komunikasi antarpenyelenggara pemilu,
serta rendahnya kualitas SDM KPPS akibat perekrutan yang dipengaruhi
oleh "titipan" tanpa memperhatikan kualifikasi. Selain itu, kurangnya
fokus dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) dan rendahnya minat baca juga
berkontribusi pada kesalahan ini. PSU akhirnya diputuskan oleh KPU
Kota Pariaman 'berdasarkan rekomendasi Bawaslu untuk menjaga
integritas pemilu.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Naras Hilir,
Kota Pariaman pada Pemilu 2024 terjadi akibat kurangnya pemahaman
petugas KPPS terhadap regulasi pemilu. Hal ini menimbulkan berbagai
dampak, baik sosial, administrasi, politik, maupun ekonomi. Dampak
sosial terlihat dari menurunnya partisipasi pemilih akibat kejenuhan dan
kendala waktu. Dampak administrasi mencakup peningkatan beban
kerja bagi penyelenggara pemilu tanpa tambahan honor. Dari sisi politik,
PSU merusak integritas pemilu dan mempengaruhi hasil pemilihan.
Sementara itu, secara ekonomi, PSU membutuhkan tambahan anggaran

dan dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
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Analisis Figh Siyasah terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman bahwa Pemungutan Suara Ulang
(PSU) merupakan mekanisme yang sejalan dengan nilai-nilai Islam,
karena bertujuan untuk menegakkan keadilan, musyawarah, kebebasan,
persamaan, dan amanah dalam proses pemilu. PSU bukan hanya sekadar
perbaikan teknis, tetapi juga upaya untuk memastikan bahwa
kepemimpinan yang terpilih benar-benar mewakili kehendak rakyat
secara sah dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam
bernegara.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang dikemukakan, maka juga diberikan

beberapa saran sebagai berikut;

1.

Untuk menghindari terjadinya Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu
berikutnya di Kota Pariaman, maka diharapkan kepada Badan
Penyelenggara Pemilu Kota Pariaman khususnya KPU Kota Pariaman
dalam melakukan penyeleksian terhadap Penyelenggara Pemilu Adhoc
yaitu PPS & KPPS benar-benar orang yang memiliki sumber daya yang
handal dan mempunyai integritas yang tinggi. Dan diharapkan agar dapat
melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik terhadap pemilih terutama
tentang tata cara penggunaan hak pilih dan potensi pelanggaran yang
berimplikasi Pemungutan Suara Ulang.

Diharapkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman memiliki
strategi yang lebih matang dalam mengantisipasi dampak dari
pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang seperti melakukan sosialisasi
langsung kepada masyarakat dan melaksanakan pemungutan suara
dihari libur agar tidak terjadi penurunan partisipasi secara drastis.
Diharapkan kepada Badan Penyelenggara Pemilu Kota Pariaman
melakukan perbaikan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemilu dan pengawasan yang ketat agar setiap langkah dalam proses

pemilu mencerminkan prinsip-prinsip figh siyasah secara efektif.
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